BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang
menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah
yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya indonesia dibagi atas daerah-
daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan
kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar
dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014.

Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya,
pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan

sumber penerimaan daerah.

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah,
retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas,
merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak
daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah

dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang
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berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut (Siahaan,

2010).

Menurut Halim (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Mardiasmo
(2002) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang
bersumber dari dalam daerah itu sendiri, yang dipungut dengan berdasarkan
perundang-undangan yang telah berlaku. Pemerintah daerah dituntut untuk
meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber yang
dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari
pendapatan asli daerah. Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dilakukan
oleh pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah dapat terwujud.

Menurut penelitian Prayanti, Suwendra, dan Yudiaatmaja (2014)
pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat terlihat dari
kemampuan pengembangan potensi dan peran masyarakat melalui pajak dan
retribusi. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah

yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari:

a. Pajak daerah merupakan pemungutan daerah menurut peraturan daerah yang
dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan

hukum.
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b. Retribusi daerah merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran
pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan
pemerintah daerah dan jasa usaha yang berkepentingan atas jasa yang

diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian keuntungan atau
laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan
usaha milik daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya

sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan yang

selain disebutkan di atas tapi sah.

Objek penelitian ini adalah pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan
maka semakin banyak restoran dan hotel di bangun maka akan berdampak
terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pajak restoran, pajak
hotel, dan pajak hiburan sebagai bagian dari pajak daerah diharapkan dapat
mempunyai peran yang berarti dalam pembiayaan  pembangunan daerah,
penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
karena pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Padang, Sumatera Barat hingga
Oktober 2017 telah mencapai 71,83 persen atau Rp 240,3 dari target tahunan
senilai Rp 334,5 milyar. Penerimaan pajak daerah hingga akhir Oktober 2017
yaitu pajak restoran terealisasi Rp 24,7 milliar atau 80%, pajak perhotelan

terealisasi Rp 21,66 milliar atau 64,49%, dan penerimaan pajak hiburan terealisasi
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Rp 6,3 milliar atau 88,75%.Realisasi pajak daerah kota padang belum mencapai
target disebabkan oleh beberapa hal antara lain, faktor penetapan target yang tidak
sesuai dengan rencana serta keadaan dilapangan, dan juga faktor beberapa

tunggakan dibeberapa jenis pajak daerah tersebut (antarasumbar,2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang sekitar Rp. 402,03 miliar
dari total pendapatan Rp. 2,05 triliun. Ini berarti tingkat kemandirian kota padang
baru mencapai 20 persen (Alwis). Upaya untuk meningkatkan PAD sudah
menjadi keharusan bagi suatu daerah. Peningkatan PAD akan meningkatkan
kemampuan dan kemandirian kabupaten/kota dalam membiayai seluruh
kebutuhan pembangunan serta akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap
pemerintahan pusat. Beberapa persoalan yang harus dituntaskan dalam
pengelolaan PAD di kota padang khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, rendahnya kemampuan
daerah untuk menggali potensi PAD, kurangnya usaha dan kemampuan dalam

mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada (Padangkita, 2018).
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Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahunn 2013-2018

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) %

2013 3.145.714.129.000 1.303.622.243.000 41,44%
2014 3.635.837.760.820 1.729.222.284.040 47,50%
2015 4.052.249.308,12 1.494.913.618,87 36,89%
2016 4.595.703.758,69 1.894.690.226,00 41,22%
2017 4.624.674.545,94 2.044.504.493,00 44,20%
2018 6.292.687.631,03 2.320.938.900,00 36,88%

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat

Melalui tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan asli
daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terdapat peningkatan dan penurunan
setiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi PAD terlihat sebesar 41,44%
mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 47,50%. Selanjutnya pada tahun
2014-2015 realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan dari 47,50%-
36,89% . Pada tahun 2015-2017 pendapatan daerah mengalami kenaikan lagi dari
tahun 2015 36,89%, tahun 2016 41,22%, dan tahun 2017 44,20%. Artinya
pendapatan daerah sesuai dengan target yang ada karena mengalami peningkatan
setelah penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yaitu
36,88%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah

yaitu Pajak Daerah diantaranya Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan

atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,
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kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa dan boga/katering
(siahaan, 2016). Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Pajak restoran setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam
perkembangan, mengingat pajak restoran salah satu pendapatan dengan tarif
tinggi. Ini akan cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

asli daerah.

Menurut hasil penelitian Temaja dan Suputra (2014) menyatakan bahwa
pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli
daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Prayanti, dkk (2014), Utami (2015), Alfiandi, dkk (2017). Hal ini menunjukkan
bahwa kontribusi penerimaan pajak restoran cukup baik. Dengan demikian
semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten/Kota tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Rochimah, dkk (2013) yang meneliti tentang pengaruh pajak hotel dan
restoran, retrebusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Selain pajak restoran pajak daerah yang lainnya adalah Pajak hotel yaitu
pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud
dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya yang dipungut biaya, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh

(Siahaan, 2016).Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah
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kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Pajak hotel merupakan pendapatan
yang potensial, melihat begitu pesat perkembangan pembangunan hotel.
Peningkatan ini ditunjang semakin banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki
pemerintah daerah, sehingga pendapatan dari pajak tersebut memberikan

kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pujihastuti dan Tahwin (2016)
yang mana hasilnya menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap
pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Widodo dan
Guritno (2017), Suarjana dan Yintayani (2018), Widjaya, dkk (2018). Karena
besaran pajak hotel memberikan hal yang baik terhadap kenaikan pendapatan asli
daerah, karena keseluruhan potensi dari pendapatan pajak hotel akan
mempengaruhi kenaikan pada pendapatan asli daerah. Hal tersebut telah sesuai
dimana pembangunan hoteldan penginapan tiap tahun meningkat maka akan dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Hurohman (2017) yang meneliti
tentang pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Yang penelitiannya
menemukan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

asli daerah.

Pajak daerah lainnya vyaitu pajak hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan semua jenis
tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah
kabupaten atau kota yang ada di Indonesia (Siahaan,2016). Pajak hiburan yang

merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring
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dengan diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata
dalam kebijakan pembangun daerah. Pajak hiburan menggambarkan besarnya

potensi yang akan keberadaan pajak dalam pembangunan dalam suatu daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Mardani (2017)
bahwa pajak hiburan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
pendapatan asli daerah. Penelitian yang sama dilakukan oleh Charisma, dkk
(2018), Nuraeni (2018 ), Sistiayu, dkk  (2019). Dengan meningkatnya
pembangunan tempat hiburan yang terus menerus sangatlah baik untuk
memperoleh pendapatan pajak dari sektor tersebut, dengan semakin meningkatnya
pengunjung Yyang mengunjungi tempat hiburan maka akan meningkatkan
pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Mutiarahajarani, dkk (2018) yang meneliti tentang pengaruh pajak
hotel dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Bahwa pajak hiburan tidak

berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan
terhadap pendapatan asli daerah, peneliti merujuk ke penelitian widodo dan
Guritno (2017). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada
objek tan tahun penelitiannya. Dimana objek pada peneliti ini adalah
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sedangkan periode peneliti 2013-2017.
Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang diuraikan diatas serta
ketidakkonsistenan penelitian terdahulu maka peneliti termotivasi untuk
melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel
dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di

Sumatera Barat.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perumusan masalah peneliti
adalah sebagai berikut:
1. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
(PAD) di pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

(PAD) pemerintahan Kabupaten/Kota diProvinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka penelitian bertujuan untuk

membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di
pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

2. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di
pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

3. Pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di

pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil

yang di peroleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat positif bagi:

1. Bagi Pemerintahan Dearah, hasil yang di peroleh dalam pemerintahan
ini dapat dijadikan evaluasi untuk mengetahui kontribusi pajak
restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli
daearah khususnya di kabupaten/kota provinsi sumatera barat.

2. Bagi Pembaca, dengan membaca skripsi ini, supaya pembaca dapat
menambah wawasan tentang apa yang telah di baca, dapat dijadikan
referensi dan sebagai acuan dimasa yang datang dan juga tertarik
dengan permasahan yang sama dengan penelitian saat ini.

3. Bagi Wajib Pajak, dapat memberikan informasi berapa besar pengaruh
pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli

daerah di kabupaten/kota sumatera barat.

15 Sistematika Penulisan

Bab | Pendahuluan, bab ini berisi mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Babll Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang pemaparan mengenai
Landasan Teori yang digunakan sebagai acuan penelitia, hasil penelitian

terdahulu, pengembangan hipotesis dan model penelitian

Bab 111 Metode Penelitian, bab ini berisi pemaparan mengenai metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi populasi dan sampel, jenis
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dan sumber data, metode pengumpulan data, defenisi operasional variabel, serta

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam bab ini akan

dijelaskan mengenai hasil dari penelitian beserta dengan pembahasan.

Bab V Penutup, Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan
hasil penelitian dan saran yang dikemukakan oleh penulis untuk penelitian

mendatang
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